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Bagian I: Pengantar 

 

Commentary ini ditulis untuk mengobservasi dan menakar sejauh mana isu amandemen ke-5 UUD 1945 
akan dilakukan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Anggota (MPR) periode 2019-2024. Seperti 
yang kita tahu, sebagai konstitusi tertulis Negara Republik Indonesia, Pasal 37 UUD 1945 telah 
memberikan prosedur yang jelas untuk melakukan perubahan pasal-pasal di dalam UUD 1945. Maka, 
meskipun tidak terdapat urgensi politik, potensi amandemen adalah kondisi yang mungkin terjadi 
sepanjang memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 37 UUD 1945.  

Sejatinya, terdapat beberapa isu-isu sentral terkait perdebatan hukum dan konstitusi pascareformasi 
1998. Dari hasil observasi terhadap media massa, isu-isu tersebut adalah;  
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Pertama, restorasi MPR, baik kelembagaan maupun kewenangannya, sebagaimana yang terdapat di 
dalam Pasal 3 UUD 1945. Kedua, mengenai kekuasaan Presiden dan pemerintahan negara, sebagaimana 
diatur di dalam Pasal 4, 5, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17 UUD 1945. 

Ketiga, mengenai penguatan bikameralisme di dalam parlemen. Dalam hal ini terkait dengan Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) dan relasinya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintahan 
Daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 2, 18, 18A, 18B, 22C, 23, 23A, dan 22D. Keempat, 
kelembagaan partai politik (parpol) dan pemilihan umum (pemilu) sebagaimana terkait dalam Pasal 
6A, 19, dan 22E.  

Kelima, mengenai Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), 
otonomi khusus, konsep pilkada dan pemerintahan asimetris dan relasinya dengan Pemerintah Pusat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945. Keenam, mengenai kekuasaan yudikatif 
yang terkait dengan penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti constitutional complaint dan 
constitutional questions yang diatur di dalam Pasal 24C UUD 1945.  

Ketujuh, mengenai lembaga independen negara yang bersifat membantu (auxiliaries) penyelenggaraan 
pemerintahan seperti Ombudsman Republik Indonesia dan penegakan hukum seperti Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkait dengan Pasal 24 UUD 1945. Terakhir, mengenai 
kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkait erat dengan Pasal 27, 28, dan 28 A, B, 
C, D, E, F, G, H, I, dan J UUD 1945. 

Dengan demikian melalui hasil observasi yang dilakukan dalam tiga tahun ke belakang, restorasi 
kelembagaan dan kewenangan MPR adalah isu kunci yang menguat, seiring dengan menguatnya hasrat 
politik mengembalikan penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh elit politik. 
Namun dalam beberapa minggu terakhir narasi GBHN teralihkan oleh narasi amandemen terbatas 
UUD 1945 terkait penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Fenomena apakah ini?  

Bagian II: Prioritas perhatian publik 

Meminjam pandangan Zainal Arifin Mochtar dalam “Amandemen UUD, GBHN, dan Jabatan Presiden”1, 
negara harus bergerak secara hukum dan konstitusional dan bukan menawarkan agenda yang bisa jadi 
mengacaukan hukum dan konstitusionalitas itu sendiri.  

Seperti yang kita perhatikan dalam beberapa pekan yang lalu, ruang publik dihebohkan kembali dengan 
adanya wacana untuk mengamendemen UUD 1945 dengan materi amandemen terkait masa jabatan 
presiden; dalam hal ini menambah periode masa jabatan presiden menjadi tiga periode. 

 

 
1Zainal Arifin M., Amandemen UUD, GBHN, dan Jabatan Presiden, https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/17/amendemen-uud-

gbhndan-jabatan-presiden/, Kompas, 17 Maret 2021.  
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Padahal berdasarkan hasil media 
monitoring yang telah dilakukan, wacana 
amandemen terbatas untuk pertama 
kalinya pada Maret 2018 ialah tentang 
mewacanakan kembali GBHN yang 
sedikit banyak akan memberikan 
dampak bagi kelembagaan dan 
kewenangan MPR (dapat disimak dalam 
infografis 1). 

Setidaknya terdapat dua figur elit politik 
yang telah mewacanakan amandemen 
terbatas pada Maret 2018. Pertama, 
Ketua MPR RI 2014-2019, Zulkifli 
Hasan, menyetujui adanya amandemen 
terbatas UUD 1945 soal haluan negara.2 
Lalu kedua, Megawati Soekarnoputri, 
Ketua Umum PDI-Perjuangan, yang 
mewacanakan GBHN sebagai 
pedoman penyelenggaraan 
pemerintahan sebagai landasan rencana 
pembangunan nasional.3 Terakhir, pada 
tahun yang sama, telah terjadi 
konsolidasi dan konsensus antara aktor 
politik seperti pimpinan MPR, Fraksi 
Parpol, Kelompok DPD, dan Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).4 

Berdasarkan media monitoring, maka isu 
amandemen terbatas muncul kembali 
ke ruang publik setelah tahun politik 
berakhir. Terdapat dua peristiwa 
penting yang perlu dicatat. Pertama, 
Kongres PDI-Perjuangan di Bali 
tanggal 8-11 Agustus 2019, di mana 
salah satu rekomendasi kongres ialah 
amandemen terbatas konstitusi. Kedua, 
pasca pelantikan Ketua MPR 2019-
2024 Bambang Soesatyo yang telah 

 
2 Idham Kholid, Panas! Ini Pro-Kontra Amandemen UUD 1945, https://news.detik.com/berita/d-3920907/panas-ini-pro-

kontra-amendemen-uud-1945, diakses pada 31 Maret 2021; 
3 Priska Sari Pratiwi, Perjalanan Amandemen UUD 1945 dan Upaya Mengembalikan GBHN, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180321083944-32-284625/perjalanan-amendemen-uud-1945-dan-upaya-

mengembalikan-gbhn , diakses pada 31 Maret 2021 
4Kompas, Amandemen UUD 1945 Tunggu Tahun Politik Berakhir, 

https://www.kompas.id/baca/utama/2018/03/23/amandemen-uud-1945-tunggu-tahun-politik-berakhir/, diakses pada 

24 Maret 2021.  

Infografis 1 
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mengatakan akan mengkaji wacana amandemen terbatas tersebut terkait rekomendasi MPR 2014-
2019.5 

Selain itu, amandemen terbatas mengenai periode masa jabatan Presiden muncul pertama kali pada 
bulan November 2019, beriringan dengan wacana amandemen terbatas terkait GBHN pada bulan 
Agustus 2019. Wacana tiga periode ini muncul kembali ke ruang publik pada Maret 2021 seiring 
dengan mengemuka kembali isu amandemen terbatas UUD 1945 terkait isu GBHN dan penguatan 
MPR.  

Setidaknya terdapat dua pernyataan Presiden Jokowi yang merespons secara langsung isu ini. Pertama, 
pada bulan Desember 2019, Presiden Jokowi menolak amandemen terbatas tersebut. Ada tiga keywords 
penting dalam pernyataannya, yaitu (1)  Ingin menampar muka saya, (2) Ingin cari muka, dan yang (3) 
Menjerumuskan.6 Kedua, pernyataan pers Presiden Jokowi tanggal 15 Maret 2021 yang konsisten 
menolak amandemen terbatas masa jabatan Presiden tiga periode.7 

 

Bagan 1 

Dari hasil observasi terhadap interaksi di dalam akun @Kompas.com/Facebook terkait artikel Jokowi: 
Saya Tegaskan Tak Berminat Jadi Presiden 3 Periode melalui crowdtangle, publik memberikan respons suka 
(likes) mencapai 1604, memberikan komentar (comments) sebanyak 984, dan membagikan berita tersebut 
(shares) sebanyak 70 kali.8 

 
5Rini Kustiasih, Amandemen UUD 1945 dan Demokrasi Konstitusional, https://www.kompas.id/baca/utama/2020/01/13/lapta-

memertahankan-demokrasi-dalam-konstitusi-revisi/, diakses pada 24 Maret 2021.  
6 CNN Indonesia Youtube Channel; 2 Desember 2019. Jokowi Tanggapi Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden 3 Periode, 

https://www.youtube.com/watch?v=c2Ey8J59kS4  diakses pada 8 April 2021.  
7  Sekretariat Presiden Youtube Channel, Keterangan Pers Presiden Jokowi, Istana Merdeka, 15 Maret 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=mshPXeJH5Eo, diakses pada 8 April 2021.  
8 Interaksi yang terjadi bermula dari tanggal 15 Maret 2021 Pukul 13.40 (pertama kali diunggah melalui kanal Facebook) hingga 

tanggal 23 Maret 2021 Pukul 17.35. 
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Dengan demikian terhadap dua pernyataan Presiden Jokowi dan hasil observasi interaksi terkait artikel 
Jokowi: Saya Tegaskan Tak Berminat Jadi Presiden 3 Periode. Dapat ditemukan fakta kunci yang 
mempengaruhi dinamika politik, bahwa pertanyaan Presiden Jokowi yang disiarkan dari kanal youtube 
dan televisi telah memberikan pesan kuat penolakan tersebut. Terhadap hal ini, kekuasaan persuasi 
Presiden merupakan kunci untuk mendorong publik untuk tidak mendukung amandemen terbatas isu 
tiga periode jabatan tersebut. 

Untuk itu berdasarkan analisis terhadap narasi di dalam kolom komentar tersebut, setidaknya terdapat 
tiga kluster opini publik. Pertama, kluster yang menyetujui sikap Presiden Jokowi untuk menolak 
amandemen terbatas terkait tiga periode jabatan presiden. Arus narasi utama komentar tersebut 
menitikberatkan konsistensi sikap Presiden ke depannya serta fokus menyelesaikan program 
pemerintahan sampai dengan selesainya masa jabatan. Kedua, kluster yang tidak sepakat terhadap sikap 
Presiden Jokowi dengan arus narasi utama kesuksesan kepemimpinan Presiden dan dukungan rakyat. 
Ketiga, kluster yang menunjukkan diction and tone yang skeptis terhadap sikap Presiden yang didukung 
pengalaman inkonsistensi sikap Presiden terkait beberapa peristiwa atau kondisi politik yang sudah 
terjadi. 

Dengan demikian dari hasil media monitoring, terdapat beberapa poin yang perlu digarisbawahi terkait 
isu amandemen terbatas yang muncul di ruang publik. Pertama, amandemen terbatas terhadap periode 
masa jabatan presiden bukanlah sasaran utama dari amandemen terbatas itu sendiri. Pada dasarnya isu 
masa jabatan tersebut merupakan pengalihan isu.  

Dari linimasa, sebagaimana ditunjukkan di dalam Gambar 1, dapat kita perhatikan bahwa kewenangan 
MPR terkait GBHN menjadi fakta kunci yang menjadi tujuan dari amandemen terbatas.  

Namun, mengamendemen Pasal 3 UUD 1945 yang hanya untuk mengembalikan kewenangan 
menyusun dan menetapkan GBHN saja dan tidak menambah kewenangan MPR seperti memilih 
Presiden dan Wakil Presiden dan ketentuan lain dalam UUD 1945 merupakan kondisi yang sukar 
diprediksi. Sebab amandemen itu sendiri sama seperti membuka kotak Pandora. 

Selain itu, apabila terjadi amandemen terbatas, maka isu yang menjadi pintu masuk, termasuk untuk 
menyasar ke perubahan lain, ialah mengembalikan GBHN dan wewenang untuk menyusun dan 
menetapkan GBHN yang berada pada tangan MPR. Namun konsekuensi yang terjadi akan berdampak 
pada sistem perencanaan pembangunan nasional termasuk dengan rencana pembangunan jangka 
panjang, rencana pembangunan jangka menegah, dan rencana kerja Presiden. Adapun terdapat 
pergantian istilah yakni Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), pada dasarnya secara konten, 
merupakan hal yang sama dengan GBHN.  

Maka, sikap skeptis terhadap sikap Presiden Jokowi perlu menjadi perhatian. Bila menggunakan 
pendekatan pandangan Richard E. Neustadt, isu tiga periode masa jabatan ialah isu sensitif dan 
strategis yang perlu direspons melalui kemampuan persuasi Presiden sehingga masyarakat dapat 
diyakinkan dan mendukung sikap presiden untuk menolak amandemen terbatas terhadap masa jabatan 
presiden.9 Karenanya, sikap sekptis adalah penanda belum efektifnya kemampuan persuasi tersebut. 

  

 
9 John P. Burke, Presidential Power: Theories and Dilemma, Routledge, New York, 2016, h.55. 
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Bagian III: Pemetaan Dukungan dan Argumentasi Konstitutional Partai Politik 

Berdasarkan media monitoring, setidaknya terbagi dua isu sentral terkait amandemen terbatas UUD 1945. 
Pertama, dukungan dan argumen konstitusional partai politik atas isu amandemen terbatas UUD 1945 
mengenai GBHN. Lalu kedua, dukungan dan argumen konstitusional partai politik atas isu 
amandemen terbatas UUD 1945 mengenai materi masa jabatan Presiden.  

Di samping itu juga, berkaitan dengan argumentasi konstitusional parpol, digunakan pendekatan 
tipologi Philip Bobbit mengenai tipe argumentasi atau pandangan terhadap observasi dan penafsiran 
konstitusi: (1) argumentasi historis yang memberikan penekanan pada maksud pembuat UUD dan 
orang-orang yang meratifikasi UUD tersebut; (2) argumentasi tekstual yang ditarik dari pengertian saat 
ini terhadap kata-kata di dalam ketentuan tersebut;  (3) argumentasi struktural yang memberikan 
pengertian bahwa prinsip tertentu atau hasil praktik tertentu tersirat dalam struktur pemerintahan dan 
hubungan yang diciptakan oleh konstitusi antara warga negara dan pemerintah; (4) argumentasi 
prudensial yang berdasarkan asas kehati-hatian dan kesadaran dari penafsir ataupun peninjau atas suatu 
fenomena terkait teks konstitusi dan tidak memanfaatkan kontroversi tertentu yang belum tentu 
konstitusional; dan (5) argumentasi doktrinal yaitu argumentasi yang bertumpu pada prinsip yang 
diturunkan dari preseden, komentar yudisial atau akademis atas preseden dan doktrin-doktrin terkait 
ketatanegaraan.10 

Terkait dukungan partai politik (parpol) atas isu amandemen terbatas UUD 1945 mengenai GBHN, 
terdapat dua parpol yang menyatakan mendukung amandemen terbatas yakni PDI-Perjuangan dan 
PPP. Sebaliknya, mendukung amandemen terbatas tanpa memberikan dukungan terhadap GBHN 
meliputi PAN dan PKB. 

Di sisi yang lain, terdapat kelompok parpol yang menolak amandemen UUD 1945 untuk 
menghidupkan kembali GBHN yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar. Sedangkan Partai Gerindra 
memberikan posisi menginginkan kembali sepenuhnya UUD 1945 naskah asli sebelum terjadi 
amandemen empat kali dengan penambahan adendum yang diperlukan. 

Kelompok parpol lainnya, antara lain seperti Partai Nasdem menginginkan amandemen secara 
menyeluruh. Sedangkan PKS menginginkan adanya amandemen yang terfokus pada (1) dibentuknya 
lembaga pencegahan dan pemberantasan korupsi secara permanen berlandaskan konstitusi dan (2) 
terkait Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 yakni mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam MPR 
(dapat disimak dalam infografis 2). 

 
10 Philip Bobbit, Constitutional Fate: Theory of the Constitution, Oxford University Press, New York, 1982, h.7. 
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Infografis 2 

 

Dengan demikian berdasarkan isu amandemen terbatas UUD 1945 yang terkait dengan pengembalian 
GBHN dan argumentasi konstitusional parpol, maka terdapat tiga eksponen utama berdasarkan 
pemetaan yang telah dilakukan. Pertama, eksponen argumentasi konstitusional yang berdasarkan 
argumentasi historis dan tekstual, yaitu PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, dan PPP. Kedua, eksponen 
argumentasi konstitusional berdasarkan argumentasi doktrinal dan struktural yang di dalamnya adalah 
Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Nasdem. Ketiga, eksponen argumentasi konstitusional yang 
berdasarkan argumentasi prudensial, yaitu PKB, PKS, dan PAN. 
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Infografis 3 

Selanjutnya, mengenai dukungan dan argumen konstitusional partai politik (parpol) atas isu 
amandemen terbatas UUD 1945 mengenai materi masa jabatan Presiden (dapat disimak infografis 3) 
terdapat dua eksponen utama pendukung, yaitu; 

Pertama, eksponen yang menolak amandemen UUD 1945 secara terbatas terkait masa jabatan 
presiden yang terdiri dari PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP dan Partai 
Nasdem. Dari perspektif argumentasi konstitusional, sejumlah parpol yang menolak masuk dalam 
argumentasi prudensial yang didasarkan atas kehati-hatian dalam meninjau fenomena yang terjadi 
terkait teks konstitusi. Hal ini didasarkan bahwa adanya amandemen pertama Pasal 7 UUD 1945 untuk 
membatasi kekuasaan Presiden yang pada UUD 1945 naskah asli tidak terdapat batasan berapa kali 
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Presiden dapat dipilih. Dengan kata lain juga, di balik argumentasi prudensial, tersirat juga argumentasi 
doktrinal di mana prinsip konstitusionalisme tetap ditegakkan. 

Kedua, eksponen yang menyetujui amandemen UUD 1945 secara terbatas terkait masa jabatan 
Presiden menjadi tiga periode, yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB. Apabila ditelaah lebih lanjut 
partai Gerindra memiliki argumentasi yang mendua. Pertama, sikap prudensial dalam hal ini belum 
sama sekali membahas dalam internal partai, sehingga tetap mengikuti ketentuan yang sudah ada sesuai 
dengan Pasal 7 UUD 1945 pada amandemen pertama.11 Kedua, posisi sebaliknya menyetujui tiga 
periode masa jabatan presiden dengan alasan kepemimpinan Presiden Jokowi masih diinginkan oleh 
masyarakat.12 

Tidak seperti halnya 
Partai Gerindra, PKB 
mendukung adanya 
amandemen terbatas 
UUD 1945 terkait masa 
jabatan Presiden menjadi 
tiga periode. Melalui 
Wakil Ketua Umum 
PKB, yang sekaligus 
merupakan Wakil Ketua 
MPR, dikatakan bahwa 
amandemen terkait masa 
jabatan presiden bukanlah 
sesuatu yang dilarang 
sepanjang 
konstitusional.13 Atas 
pernyataan tersebut, 
apabila kita observasi 
terhadap interaksi akun 

@CNNIndonesia/Facebook yang memuat artikel “Waketum PKB Dukung Wacana Jokowi 3 Periode”, 
unggahan artikel tersebut cukup menarik perhatian publik, di mana publik memberikan likes mencapai 
1165, membaginya sekitar 147 kali, dan memberikan komentar mencapai 1138 komentar (dapat disimak 
lebih lanjut di dalam Gambar 2). 

 
11 Sufmi Dasco - Ketua Harian Partai Gerindra, (1) Gerindra masih berpatokan dengan aturan saat ini; (2) Tegas, hingga saat ini belum ada 

pembahasan mengenai wacana jabatan Presiden tiga periode. Eva Safitri, Gerindra Soal Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode: Kami Belum 
Bahas, https://news.detik.com/berita/d-5493810/gerindra-soal-isu-masa-jabatan-presiden-3-periode-kami-belum-bahas, 19 April 
2021, dan Rakhmatulloh, Soal Presiden 3 Periode, Gerindra: Kita Masih Berpatokan Aturan yang Ada, 
https://nasional.okezone.com/read/2021/03/15/337/2378127/soal-presiden-3-periode-gerindra-kita-masih-berpatokan-aturan-
yang-ada, diakses pada 19 April 2021.  
12 Arief Poyuono -Mantan Waketum Partai Gerindra-, (1) Meminta Jokowi memimpin tiga periode agar bangsa bisa bangkit dari dampak 

pandemi; (2) Meminta elit politik menghilangkan pikiran rebutan kursi presiden dan segera konsentrasi memperkuat pemerintahan Jokowi untuk 
menyelamatkan rakyat dari bencana pandemi dan dampaknya. Puri Mei, Warta Ekonomi, Eks Waketum Gerindra Minta Jokowi 3 Periode: 
Pak, Tolong Legowo!, https://www.wartaekonomi.co.id/read332304/eks-waketum-gerindra-minta-jokowi-3-periode-pak-tolong-
legowo, diakses pada 19 April 2021 
13Kiswondari, Usulan Presiden 3 Periode, PKB: Jangan Curiga, Era Amien Rais Juga Ada Amandemen, 

https://nasional.okezone.com/read/2021/03/15/337/2377937/usulan-presiden-3-periode-pkb-jangan-curiga-era-amien-rais-juga-
ada-amandemen, diakses pada 6 April 2021.  
 

Bagan 2 
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Berdasarkan pendekatan diction and tone di dalam kolom komentar yang mencapai 1138 komentar, maka 
terdapat tiga kluster opini publik, yakni; kluster yang menyetujui pernyataan tersebut, kluster yang 
menolak pernyataan tersebut, dan kluster yang memberikan pernyataan skeptis terhadap pernyataan 
tersebut. Dari ketiga kluster tersebut, kluster yang menolak pernyataan “Jokowi 3 Periode” patut disoroti 
lebih lanjut. Mengapa? Dari pemilihan diksi dan penekanan intonasi dapat dinilai bahwa wacana 3 
periode jabatan presiden sudah melupakan sejarah, terkait mengapa ketentuan itu diubah pada 
amandemen pertama. Selanjutnya memberikan pesan kuat untuk lebih berhati-hati terhadap wacana 
yang dilempar oleh elit politik yang berdampak pada jebakan kekuasaan. 

Dengan demikian, terdapat dua poin penting yang perlu disoroti. Pertama, terhadap wacana 
mengembalikan GBHN yang turut memberi dampak pada kekuasaan MPR, terdapat pembelahan 
sikap dan argumentasi konstitusional yang cukup beragam. Kedua, hal yang sebaliknya terjadi, ketika 
dihadapkan pada wacana amandemen terhadap masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, maka 
mayoritas parpol bersikap menolak hal tersebut melalui sikap kehati-hatian dan mengedepankan 
prinsip konstitusionalisme. 

Bagian IV: Amandemen dan Potensi Kegagalan UUD 1945 

Fenomena adanya wacana amandemen terbatas ataupun keseluruhan pada dasarnya bukan suatu 
wacana yang baru. Kebutuhan atas pengelolaan kekuasaan dan tata kelola hukum telah mendorong 
wacana amandemen tersebut. Dengan kata lain wacana amandemen UUD 1945 didorong untuk 
mampu mengakomodasi dinamika pemerintahan negara, penegakan HAM dan rule of law, dan 
kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. 

Oleh karena itu, langkah pertama dan utama ialah mampukah elit politik yang berada di dalam MPR 
memenuhi prosedural formal amandemen, di mana MPR merupakan pouvoir constituent atau constituent 
power, suatu terminologi yang mengacu pada lembaga tertinggi yang merepresentasikan perwakilan 
rakyat.14 

Pertama, prosedural yang terdapat di dalam Pasal 37 (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945, serta mengingat 
secara baik ayat (5) sebagai ketentuan yang merefleksikan Ideologi Konstitusi sekaligus merupakan 
aturan yang tidak dapat diubah oleh perancang UUD (unamendable rule). Kedua, jika konfigurasi politik 
di dalam MPR menghendaki adanya amandemen. 

Karena mengamendemen UUD 1945 sama seperti membuka kotak Pandora, maka secara ideal, usulan 
perubahan harus disertai argumentasi yang jelas oleh para pengusul sehingga terdapat diskursus politik 
dan hukum yang berimbang baik di dalam MPR maupun di luar MPR. Namun, secara kondisional 
usulan amandemen adalah konsensus yang disetujui bersama anggota MPR maupun elit partai politik. 
Maka, pertanyaan reflektif yang perlu diajukan ialah dapatkah konsensus tersebut merupakan suatu 
upaya yang bertujuan untuk pendalaman demokrasi Indonesia? 

Apabila rencana amandemen tersebut benar-benar terjadi, maka berdasarkan jumlah parpol koalisi 
pemerintah yang saat ini sebesar 471 kursi, jumlah itu dapat dipastikan tidak mampu diimbangi oleh 
parpol di luar koalisi yakni Partai Demokrat dan PKS. Oleh karena itu, parpol koalisi pemerintah sudah 
cukup untuk memenuhi persyaratan pengusulan dan persetujuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 
37 UUD 1945. Terkait konstelasi kekuatan tersebut, dinamika DPD yang berjumlah 136 anggota dapat 
menentukan kuorum atau tidaknya pada tahap pembahasan usulan. 

 

 
14 Richard Albert, Constitutional Amendments: Making, Breaking, and Changing Constitutions, Oxford University Press, New 

York, 2019, h.72. 
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Meskipun berdasarkan pemetaan narasi kepentingan sekaligus dengan argumentasi konstitusional 
parpol berbeda-beda, maka yang menjadi fakta kunci apakah amandemen tersebut dapat terjadi atau 
tidak, bergantung pada kepentingan parpol dan kelompok DPD dalam memandang usulan pasal yang 
diubah seperti apa dan argumentasi konstitusionalnya. Oleh karena itu, muncul pertanyaan reflektif 
selanjutnya, sudahkah kepentingan tersebut selaras dengan kepentingan publik yang juga selaras 
dengan prinsip negara hukum? 

Karena itu, hendaknya diingat secara baik bahwa amandemen UUD 1945 dapat memberikan dampak 
yang mempengaruhi dinamika kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara. Menggunakan 
metafora Richard Albert, amandemen konstitusi layaknya dewa romawi seperti Janus, yaitu dewa 
berwajah dua yang saling berlawanan. Dalam arti lain amandemen bisa dibawa ke arah yang 
membangun atau menghancurkan tatanan konstitusional.15  

Dengan adanya hasil atau konsekuensi yang saling berlawanan, potensi terjadinya kegagalan 
konstitusional yang menghancurkan tatanan konstitusional adalah hal yang bisa saja terjadi. 
Pengalaman Republik Weimar Jerman pada tahun 1933 dari sudut pandang Carl Schmitt dapat 
dijadikan pelajaran yang bisa ditarik. Pada masa itu kegagalan konstitusional terjadi di setiap tingkatan; 
konstitusionalisme sebagai landasan gagasan politik liberalisme telah gagal, lalu disusul dengan tatanan 
konstitusional yang berdampak kegagalan pada sistem politik. Pada tingkatan akhir, kegagalan terjadi 
pada konstitusi itu sendiri sebagai hukum dasar.16 Bagi Schmitt, pada akhirnya kegagalan dari Republik 
Weimar terletak pada kegagalan substansi yang memberikan pengertian konstitusi sebagai kesatuan 
politik yang mana setiap teks-teks konstitusi secara aktif dievakuasi dari semua makna dan 
signifikansinya.17 

Dalam konteks wacana amandemen terbatas terhadap UUD 1945, tanpa perencanaan dan usulan yang 
merefleksikan prinsip konstitusionalisme, kebutuhan hukum, maupun aspirasi politik masyarakat, 
maka amandemen ataupun perubahan UUD 1945 bisa meruntuhkan sendi-sendi demokrasi dan 
negara hukum. Ambil contoh pengembalian kewenangan MPR dalam menyusun dan menetapkan 
GBHN. Hal ini tidak hanya mengacaukan sistem perencanaan pembangunan nasional yang sudah 
berjalan pasca reformasi, namun jalur aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang). Jikalau Musrenbang dianggap belum efektif, maka hal inilah yang 
seharusnya menjadi objek penyempurnaan di masa mendatang. Dengan kata lain, perihal 
mengembalikan GBHN ke dalam kewenangan MPR merupakan romantisme politik yang selalu 
diwacanakan kembali. 

Dalam tahapan tertentu juga, jika dinamika politik bergerak ke arah mengembalikan kewenangan MPR 
memilih Presiden dan Wakil Presiden, maka hal tersebut akan meleburkan sistem politik yang kita 
adopsi pasca reformasi, di mana rakyat dapat memilih secara langsung sekaligus mengoreksi kebijakan 
Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali. Apalagi menambah periodisasi masa jabatan 
Presiden dan Wakil Presiden sehingga menjadi tiga periode.  

Dengan demikian kegagalan konstitusional telah ada di depan mata. Sayangnya juga, Mahkamah 
Konstitusi kita saat ini tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu amandemen (power to 
invalidate amendment) konstitusi layaknya praktik di Mahkamah Agung di negara Belize dan India.18 

 
15 Ibid, h.7. 
16 Ellen Kennedy, Constitutional Failure: Carl Schmitt in Weimar, Duke University Press, United States, 2004, h.155. 
17 Ibid, h.178. 
18 Dapat disimak di dalam Richard Albert, Constitutional Amendments: Making, Breaking, and Changing Constitutions, halaman 

73-74 mengenai Constitutional Destruction and Reconstruction. 
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